YAYASAN AKRAB PEKANBARU     
                                                                                        Jurnal  AKRAB JUARA 

                                                       Volume 4 Nomor 1 Edisi Februari 2019 (191-204)

	

	PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN WATONEA KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA


           --------------------------------------------------------------------------------------------------
Sitti Rahmatyah
Dosen Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lakidende Unaaha

(Naskah diterima: 1 Januari 2019, disetujui: 30 Januari 2019)
Abstract
This study aims to determine the role of community empowerment institutions (LPM) in implementing development in Watonea Village Katobu District, Muna Regency. Data collected from the results of the research were selected and then analyzed descriptively qualitatively using quantitative data. Qualitative descriptive is intended to obtain a description of various kinds of data according to the variables or indicators that have been determined and explained, then tabulated in the form of percentages. The results show that the role of community empowerment institutions (LPM) in the development of Watonea is a role in compiling participatory development plans, roles in mobilizing self-help and mutual cooperation, implementing roles and controlling development.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Data yang terkumpul dari hasil penelitian diseleksi dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan data kuantitatif. Deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dari berbagai macam data sesuai dengan variabel-variabel atau indikator yang telah ditentukan dan dijelaskan, selanjutnya ditabulasi dalam bentuk persentase.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Watonea adalah peran dalam menyusun rencana pembangunan partisipatif, peran dalam menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat, peran pelaksana dan pengendali pembangunan.
Kata kunci: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,Pelaksanaan Pembangunan.
I. PENDAHULUAN
s
ecara konseptual peran (role) men-jelaskan aktifitas yang dilakukan oleh manusia baik sebagai individu dan hubungannya dengan peranan manusia dalam kelompok atau organisasi. Istilah tersebut diambil dari aktifitas manusia  untuk berpe-rilaku sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Soekanto (2000;21) berpendapat bahwa peranan (role) merupakan aspek dinamis ke-dudukan (status). Apabila seseorang melak-sanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Selanjutnya diuraikan bahwa terdapat 4 (empat) dimensi dari peranan yaitu :

1. Aspek dinamis dan kedudukan

2. Perangkat hak-hak dan kewajiban

3. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan

4. Bagian aktifitas yang dimainkan oleh seseorang

Dengan demikian, peran suatu lemb-aga pada hakekatnya merupakan upaya dalam memadukan, menyerasikan dan menyelaras-kan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling terkait dalam gerak, langkah dan waktu guna pencapaian sasaran dan tujuan pembang-unan yang dikehendaki bersama. Saat ini akti-vitas pembangunan telah mengalami perge-seran kearah yang lebih baik, baik dari segi tatanan kuantitas maupun kualitas seiring de-ngan semakin meningkatnya tuntutan kebut-uhan masyarakat disegala bidang. Karena itu, peranan menduduki posisi strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari setiap kegiatan pembangunan secara efisien, efektif dan optimal.

Kelurahan sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional yang menyelengga-rakan tugas dan fungsinya meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit, dalam pela-ksanaan pembangunan tidak berjalan dengan sendirinya. Peran organisasi kemasyarakatan seperti lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pe-ngendalian dan tindak lanjut serta menam-pung dan mewujudkan aspirasi serta kebutu-han masyarakat di bidang pembangunan. 

Seperti halnya di Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sangat tergantung pada kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik secara internal maupun secara eksternal. Imp-lementasi peranan lembaga pemberdayaan m-asyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pemba-ngunan baik secara internal maupun secara eksternal berpedoman pada peraturan perun-dang - undangan yang berlaku. 

Pengamatan awal dan penelusuran doku-men yang dilakukan, menunjukkan bah-wa peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pembangunan cen-derung belum terlaksana dengan baik sehingga kurang mendukung tercapainya kinerja orga-nisasi. Hal ini terlihat antara lain masih ren-dahnya peran lembaga dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya yang merupakan sebagian tugas dari organisasi secara keseluruhan. Kurang optimalnya peran lembaga dalam pelaksanaan tugasnya teruta-ma disebabkan oleh pemahaman anggota LPM terhadap tugas dan tanggungjawabnya baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sehingga menyebabkan kurang efektifnya keberhasilan pembangunan di Ke-lurahan Watonea Kecamatan Katobu.
II. KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Peran 

Menurut Polak (1986 ; 41) bahwa peranan sebagai sesuatu atau kegiatan yang diharapkan dari seseorang, suatu badan, suatu organisasi dalam antar hubungan sosial tertentu yang berkaitan dengan suatu status, kedudukan, kewajiban, pekerjaan, dan peristiwa tertentu. Sedangkan menurut Abdulsyani (1994 ; 26) bahwa peranan sosial merupakan suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan apabila telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Misalnya status sebagai pimpinan disuatu lembaga pemerintahan adalah bagaimana meningkatkan pelayanan masyarakat agar dapat disiplin dalam menjalankan amanah secara bertanggung jawab.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat apabila telah menjalankan suatu peranan. 

Peran dapat diartikan sebagai sesuatu atau kegiatan yang lakukan oleh organisasi dalam hubungan sosial tertentu yang berkaitan dengan suatu status, kedudukan, kewajiban, pekerjaan, dan peristiwa tertentu.  Adapun peran yang dimaksudkan adalah peran yang menjadi tugas lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pembangunan. 
2.2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

 Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Landasan formal/dasar hukum berdirinya lembaga pemberdayaan masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Keputusan Presiden RI nomor 49 tahun 2001 tentang penataan lembaga ketahanan masyarakat desa atau sebutan lain

Lembaga pemberdayan masyarakat merupakan suatu lembaga mitra pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki urgensi  tugas dan fungsi dalam pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga ini sangat tergantung pada kualitas anggotanya agar benar-benar mampu melibatkan diri dalam proses pembangunan desa dan kelurahan. Titik berat dari hal tersebut berada pada anggotanya yang langsung berhadapan dengan masyarakat baik secara hirarki seperti pada pemerintah desa dan kelurahan maupun aparat fungsional serta organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat dan lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat seperti BPD, PKK, karang taruna dan lain sebagainya.

2.3 Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan proses peningkatan dan pertumbuhan seimbang pada segala aspek kehidupan baik aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek pemerintahan, aspek pertahanan keamanan maupun aspek ideologi. Proses tersebut dalam rangka pencapaian hakekat tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur serta sejahtera berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
Musgrave dan Musgrave (1993;6) mengemukakan bahwa pesatnya pembangu-nan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar.
 

Siagian (1996;3) mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana serta dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa.

Terdapat 4 (empat) aspek penting dalam rangka perencanaan pembangunan (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja, 1998 ; 23)

1. Terlibatnya dan ikut sertanya masyarakat sesuai mekanisme proses politik dalam suatu negara untuk menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

2. Meningkatkan kemampuan (artikulasi) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan dan sebaliknya.

3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang ditentukan dalam proses politik.

4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang terencana.

Dengan demikian, perencanaan pem-bangunan sebagai suatu proses penyusunan rencana pembangunan selayaknya me-nyertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Abe (2001 ; 30) berpendapat bahwa makna perumusan bukanlah suatu 

pembangunan adalah pembangunan yang berlangsung dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan sifat kedaerahan dan keyakinan. Oleh karena itu, salah satu ciri utama pembangunan yang terpenting adalah keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan  baik secara langsung dalam bentuk swadaya murni, gotong royong maupun secara tidak langsung.

Berdasarkan konsep yang telah dibangun, maka untuk kepentingan penelitian, penulis menggunakan teori atau konsep peran menghubungkan peran khusus yang dijalankan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakan swadaya dan gotong royong masyarakat, dan melaksanakan serta mengendalikan pem-bangunan. 

III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna khususnya dengan melihat peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pela-ksanaan pembangunan. Pemilihan ini dida-sarkan atas pertimbangan bahwa peran lemba-ga yang dilaksanakan belum maksimal baik dari perencanaan maupun dalam hal pelak-sanaannya. Hal ini terlihat dengan masih me-nyisahkan berbagai kendala sebagai akibat dari peran lembaga yang belum maksimal sehingga mempengaruhi kualitas pemba-ngunan yang dilaksanakan.
Populasi adalah totalitas dari semua obyek atau individu yang mempunyai karak-teristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (Hasan, 2003). Menurut Sugiyono (da-lam Indrianto & Supomo, 2002) populasi ada-lah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulnnya. Adapun populasi dalam pene-litian ini adalah seluruh penduduk Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu yang berjumlah 1.343 jiwa dan secara spesifik pada anggota LPM di Kelurahan Watonea Kecamatan Ka-tobu.

Sampel adalah bagian dari populasi atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang di-miliki populasi, apa yang dipelajari dari sam-pel kesimpulannya akan diberlakukan seba-gai populasi (Sekaran, 2000). Dengan demikian sampel merupakan sebagian dari elemen-ele-men populasi yang akan menjadi obyek pe-nelitian. Mengingat besar populasi yang ada, maka pengambilan sampel akan dilakukan se-cara pusposive sampling. Adapun yang men-jadi sampel dalam penelitian ini adalah masi-ng-masing yang mewakili masyarakat seba-nyak 30 orang dan yang mewakili pengurus LPM Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu yang berjumlah 5 orang dengan rincian seba-gai berikut :

· Pengurus LPM Kelurahan Watonea 5 orang

· Aparat Kelurahan Watonea 5 orang 
· Tokoh Masyarakat 

· Tokoh Wanita
· Tokoh Agama

· Tokoh Pemuda
Dengan demikian jumlah  sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 35 orang. Un-tuk mendukung validitas data dalam pene-litian ini, maka penulis menetapkan Lurah Watonea Kecamatan Katobu sebagai informan kunci. Penetapan informan tersebut karena di-anggap lebih mengetahui permasalahan ini.
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilokasi pene-litian (field research) dan tidak melalui  media  perantara yakni berupa hasil wawancara kepa-da responden. Sedangkan data sekunder diper-oleh secara studi kepustakaan  (library resea-rch) yakni melalui buku kepustakaan, tulisan atau data laporan mengenai peran LPM dalam pelaksanaan pembangunan. 
Untuk memperoleh akurasi data dalam rancangan penelitian ini, maka teknik pen-gumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (library resea-rch), yaitu pengumpulan data dengan membaca buku, tulisan yang mempu-nyai relevansi terhadap permasalahan ini. 
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data secara langsung dilokasi penelitian dengan teknik :
a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap peran LPM dalam pelaksanaan pe-mbangunan.

b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada infor-man penelitian secara terstruktur ber-dasarkan pedoman wawancara yang disiapkan oleh peneliti guna mem-peroleh data yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan permasalahan pene-litian. 

c. Kaji dokumen, yaitu melakukan pro-ses pengumpulan data dengan menga-nalisis seluruh dokumen yang berhu-bungan dengan penelitian ini.
Data yang terkumpul dari hasil penelitian akan diseleksi dan selanjutnya di-analisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan data kuantitatif. Hal ini  dimak-sudkan untuk memperoleh gambaran dari ber-bagai macam data sesuai dengan variabel-variabel atau indikator yang telah ditentukan dan dijelaskan, selanjutnya ditabulasi dalam bentuk persentase.

IV. HASIL PENELITIAN
Posisi seseorang dalam masyarakat me-rupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada organisasi masyarakat atau lebih banyak menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peran organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan pu-blik yang berkualitas dan tepat sasaran adalah salah satu indikator penting keberhasilan pem-bangunan. Organisasi kemasyarakatan dituntut memberikan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang dan berubah secara dinamis. Dengan demikian peranan dan cara kerja organisasi kemasya-rakatan harus berubah sesuai dengan tuntunan dan dinamika masyarakat. 

Secara  umum, peran berarti menjelas-kan aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat baik hubungannya dalam berkelompok atau berorganisasi. Namun secara khusus, peran organisasi kemasyarakatan khususnya lemba-ga pemberdayaan masyarakat (LPM) di Kelu-rahan Watonea Kecamatan Katobu dalam pe-laksanaan pembangunan dapat dilihat dari tugas dan fungsi lembaga ini dan menjadi kajian utama dalam penelitian ini. Adapun peran tersebut meliputi :

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

3. Melaksanakan dan mengendalikan pem-bangunan

Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, maka untuk mengetahui peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pe-laksanaan pembangunan di Kelurahan Wato-nea Kecamatan Katobu diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan berikut ini.
A. Peran Menyusun Rencana Pembangunan yang Partisipatif

Pembangunan bukan hanya milik untuk sekolompok orang, akan tetapi pem-bangunan adalah milik semua. Oleh karena itu, keber-hasilan pembangunan tidak terlepas dari kon-disi yang kondusif  dengan cara memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masya-rakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menye-diakan berbagai sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif merupakan tahapan penting dalam kegiatan pembangunan, karena salah satu fungsi perencanaan dalam pembangunan ada-lah sebagai pedoman pelaksanaan. Dan dari perencanaan inilah akan diperoleh berbagai hal yang bermanfaat bagi pelaksanaan kegia-tan selanjutnya. Hal ini sebagaimana ditutur-kan oleh Lurah Watonea Kecamatan Katobu dalam wawancara diruang kerjanya seperti dikutip berikut ini:

“bahwa ada tiga tujuan dari kegiatan perencanaan yaitu untuk mendapatkan informasi yang akurat dan aktual, agar tertanam suatu pemahaman dan me-ningkatkan kesadaran dari warga masya-rakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil pembangu-nan, karena warga masyarakat pelaku dan pemilik pembangunan dan untuk menghasilkan daftar usulan tentang kebutuhan yang dihada-pi masyarakat” 

Dalam menyusun pembangunan yang partisipatif, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LPM di Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu telah dilakukan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dari tanggapan responden terhadap peran LPM dalam menyusun pemba-ngunan partisipatif. Tanggapan responden diklasifikasi dalam 3 (tiga) kategori tanggapan yaitu :
1. Kategori berperan, yakni apabila LPM selalu terlibat dan berpartisipasi dan ikut secara langsung dalam menyusun pem-bangunan partisipatif pada tahapan perencanaan pembangunan.
2. Kategori sering berperan, yakni apabila LPM dalam perencanaan program pem-bangunan tidak mengikuti semua taha-pan dalam menyusun perencanaan yang ada.

3. Kategori tidak berperan, yakni apabila LPM tidak pernah terlibat pada semua tahapan perencanaan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyusun prog-ram pembangunan pada tahap perencanaan melalui upaya penggalian gagasan yang sangat minim, sehingga dengan demikian dapat mempengaruhi peran LPM dalam menyusun pembangunan partisipatif. Hal ini diketahui melalui pernyataan responden terhadap alasan mengikuti kegiatan penyusunan rencana pembangunan partisipatif melalui upaya penggalian gagasan ditingkat perencanaan. Tanggapan responden tersebut diklasifikasi dalam 3 (tiga) kategori tanggapan yaitu :

1. Kategori berperan, yakni apabila masya-rakat selalu terlibat dan berpartisipasi dan ikut secara langsung dalam menyu-sun pembangunan partisipatif pada taha-pan perencanaan pembangunan.
2. Kategori sering berperan, yakni apabila masyarakat dalam perencanaan program pembangunan tidak mengikuti semua tahapan dalam menyusun perencanaan yang ada.
3. Kategori tidak berperan, yakni apabila masyarakat tidak pernah terlibat pada semua tahapan perencanaan yang ada.

B. Menggerakan Swadaya Gotong Royong Masyarakat

Peran LPM sebagai penggerak swadaya gotong royong masyarakat di Kelurahan Wa-tonea Kecamatan Katobu harus dilakukan se-cara professional dalam bekerja. Profesiona-lisme LPM merupakan sikap dan perilaku yang handal serta berpengetahuan dalam bida-ngnya dan diharapkan mampu melakukan pekerjaanya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas yang digelutinya. LPM yang professional akan menjadi handal dalam bertugas sehingga dapat menghasilkan kerja yang bermutu tinggi, waktu yang sesuai prosedur dan dapat diiukuti oleh masyarakat. 

Kenyataan yang sekarang terjadi adalah kebijakan LPM dalam menggerakan swadaya dan gotong royong masyarakat mengakibatkan adanya kesadaran masyarakat untuk secara langsung turut serta dalam pembangunan. LPM di Kelurahan Watonea Kecamatan Kato-bu telah melakukan berbagai langkah kongkrit melalui berbagai program untuk swadaya dan gotong royong masyarakat. Kebijakan itu tertuang dalam berbagai program kegiatan yang akan menjadi navigasi bagi LPM untuk merealisasikan swadaya gotong royong bagi masyarakat di Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berkaitan dengan peran LPM dalam menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat di Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu, Lurah Watonea Kecamatan Katobu mengungkapkan bahwa masyarakat disana dalam hal swadaya dan gotong royongnya sangat baik. Hasil wawancara selengkapnya di uraikan berikut.

“bahwa saat ini masyarakat di Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu telah melaksanakan berbagai macam kegiatan swadaya dan gotong-royong diantaranya, pelaksanaan kerja bakti massal masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik sifatnya fisik mau-pun non fisik. Bentuk swadaya dan go-tong royong masyarakat ini juga bera-neka ragam dan tidak hanya terfokus pada satu bidang pembangunan melain-kan disemua bidang pembangunan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran yang dijalankan oleh lembaga kema-syarakatan di wilayah ini”.

Adapun langkah-langkah strategis pe-ngembangan swadaya dan gotong royong ma-syarakat di Kelurahan Watonea dapat dijabar-kan melalui kegiatan :

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan cara meningkatkan SDM melalui kelembagaan keagamaan, keluarga, pen-didikan, dan penegakan hukum untuk memperbaiki norma dan tata kelakuan yang tidak baik dan kurang mendukung perkembangan dan kemajuan Kelurahan Watonea.
2. Memperhatikan keterpaduan dan sinkro-nisasi pada peran masing-masing kelem-bagaan saling bekerjasama dalam mem-bangun swadaya dan gotong royong ma-syarakat yang terpadu dan tidak Saling berbenturan. 
3. Menumbuhkan dan memberdayakan se-luruh elemen masyarakat untuk berpar-tisipasi sesuai dengan kemampuan diri mereka masing-masing dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan me-reka secara berkelanjutan.
4. Membentuk, membangun swadaya dan gotong royong masyarakat Kelurahan Watonea yang bersifat mandiri dan independen.

Kalau pengembangan swadaya dan go-tong royong masyarakat Kelurahan Watonea telah berfungsi secara berkelanjutan dalam pembangunan kelurahan dengan dukungan partisipasi semua elemen lapisan masyarakat, niscaya akan mengubah perilaku dan norma masyarakat untuk melaksanakan dan men-dukung pembangunan kelurahan. Masyarakat Kelurahan Watonea akan sadar, bahwa pe-ngembangan dan pembangunan melalui swa-daya dan gotong royong masyarakat meru-pakan suatu kebutuhan mereka bersama, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan pula. 

C. Peran Pelaksana dan Pengendali Pembangunan

Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) memegang peranan sangat penting didalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah terutama dalam merealisasikan program dan kegiatan pembangunan. Jadi dapat dikatakan bahwa LPM sebagai salah satu mitra pemerintah kelurahan tentu sangat diharapkan kontribusinya terhadap keberha-silan daerah dalam penyelenggaraan dan pe-ngendalian pembangunan. 

Pelaksanaan dan pengendalian dalam perspektif umum merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya meskipun mempunyai pengertian dan fungsi yang beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dapat dilihat se-bagai serangkaian tahapan aktivitas mana-jemen yang berkesinambungan sehingga me-mbentuk suatu siklus. Artinya suatu tahapan tertentu akan terkait dengan tahapan yang lain dan terintegrasi dalam satu siklus.

Dalam peranya sebagai pelaksana dan pengendali pembangunan tentunya LPM perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap su-mber-sumber pendapatan masyarakat untuk memenuhi kehidupannya secara layak dan manusiawi. LPM wajib memberikan ruang yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk dilibatkan dalam proses pembangunan. Semua ini tentu diperlukan pengertian dan kerja sama semua elemen masyarakat.

Dilihat dari peran LPM di Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu diketahui bahwa implementasi peran sebagai pelaksana dan pengendali pembangunan telah dikoordinasi-kan kepada semua komponen masyarakat. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Lurah Wato-nea dari wawancara seperti dikutif berikut ini. 

“dalam hal pelaksanaan dan pengen-dalian pembangunan di Kelur-ahan Wa-tonea Kecamatan Katobu memang LPM telah melaksanakan dengan koordinasi baik terhadap lembaga maupun kepada masyarakat, seperti halnya dengan prog-ram-program pembangunan seperti bantuan-bantuan, atau program pember-dayaan, kami menilai masyarakat sudah dilibatkan”.

Didalam melaksanakan peran sebagai pelaksana dan pengendali pembangunan mela-lui kegiatan koordinasi, selanjutnya menurut Ketua LPM Kelurahan Watonea  terdapat per-masalahan yang dihadapi. Berikut kutipan hasil wawancara.

“bahwa kami sebagai anggota LPM sering kali mendapat berbagai perma-salahan. Masalah yang dihadapi oleh LPM lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan misalnya dengan yang bersifat politis. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan tingkat heterogenitas baik yang sifatnya internal maupun eksternal. 
Adapun peran yang dijalankan oleh LPM sebagai pelaksana dan pengendali  pem-bangunan di Kelurahan Watonea, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut telah dilaksanakan. Hal ini diketahui melalui pernyataan responden tentang peran LPM di Kelurahan Watonea sebagai pelaksana dan pengendali pembangunan. Tanggapan respon-den tersebut diklasifikasi dalam 3 (tiga) kategori tanggapan yaitu:
1. Kategori berperan, yakni apabila LPM selalu melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dengan mengkoordinasi-kan kepada semua elemen masyarakat.
2. Kategori kadang-kadang berperan, yakni apabila LPM dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan melalui upaya koordinasi kadang-kadang dilak-sanakan.
3. Kategori tidak berperan, yakni apabila LPM tidak pernah melaksanakan dan mengendalikan pembangunan kelurahan mengkoordinasikan kepada semua ele-men masyarakat.

Dalam koordinasi program pembangu-nan di Kelurahan Watonea, belum semua stakeholder yang ada dapat memahami dan menyadari peran yang melekat padanya dan senantiasa memanfaatkan waktu dalam melak-sanakan tugasnya atau pekerjaanya artinya tidak bermalas-malasan selanjutnya mengacu dan melaksanakan kode etik pelayanan kepada masyarakat. Artinya bahwa LPM memperha-tikan kode etik atau etika dengan bersikap yang ramah, adil atau tidak pilih-pilih dalam melaksanakan tugasnya dengan perannya dal-am pelaksanaan dan pengendalian pembangu-nan.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan serta tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa peran lembaga pemberdayaan masyara-kat (LPM) dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ada-lah:

1. Peran menyusun rencana pembangunan partisipatif 

Secara umum peran dalam menyusun rencana pembangunan partisipatif su-dah berjaan dengan baik walaupun belum maksimal. LPM dalam me-nyusun pembangunan partisipatif sudah dapat melibatkan masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan melalui upaya penggalian gagasan baik secara formal maupun informal. Namun partisipasi masyarakat tersebut belum menjamin bahwa masyarakat telah ber-partipasi aktif dalam kegiatan tersebut. 

2. Peran menggerakan swadaya dan gotong royong masyarakat

Secara umum peran LPM sebagai peng-gerak swadaya gotong royong masya-rakat sudah memberikan hasil positif yakni adanya kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam pro-gram pembangunan, adapun bentuk swadaya dan gotong royong masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik maupun non fisik. 

3. Peran pelaksana dan pengendali pem-bangunan

Peran pemerintah sebagai pelaksana dan pengendali pembangunan terkesan kurang efektif karena tidak ada trans-paransi dari pemerintah. Dilihat dari kinerja LPM di Kecamatan Katobu diketahui bahwa implementasi peran LPM sebagai pelaksana dan pengen-dali pembangunan telah dikoordinasi-kan kepada semua komponen masya-rakat. 
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